Da[am wacaing, sehan-imn sermg
terjadi. kerancucm pemahaman

... terhadap i'enmnalogw pegawai -
_ negen dan pegawm negeri sipil.

Banyak yang megzra bahwa pega-'

- wai negeri hanyalah pegawar_

" negeri sipil. Padahal, selain § pega- Bt
_ undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Po-

wai negeri sipil ada pula kelompok
pegawai negeri lainnya yang bukan
“‘pegawai negeri sipil. Sebagian

- kalangan masyarakat ada yang

... beranggapan . bahwa seorang

- pegawai negeri sipil tidak lebik

dari sekedar seorang pekerja yang -

bekerja di lingkungan kanior atau
instansi pemeﬁni‘ﬁb__ sebagai awak
birokrasi. Ini menunjukkan bahwa

' pemahaman sebagian dari masya-
rakat tersebut terhadap pegawai
‘negeri sipil masih terbatas pada

* kegiatan fisik yang tampak dari
penglihatan saja, belum sampai
menyentuf pada tugas-tugas yvang
lebih substantif yong harus diem-
ban oleh pegawai negeri sipil,

_ PEGAWAI NEGER! DAN ?EGAWAE
NEGERI SIPIL.

;_aiam Undang~undang Republik In
donesia Nomor 43 Tahun 1999
" Jentang Perubahan Atas Undang-

kok-pokok Kepegawaian (selanjutnya dise-
but Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999)
dinyatakan:-bahwa pegawai negeri adalah
setiap warga negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi syarat yang ditentu-

kan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri, atau diserahi tugas negara lainnya,

‘dan digaji berdasarkan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat
(1)). Pejabat yang berwenang adalah peja-
bat yang mempunyai kewenangan me-
ngangkat, memindahkan, dan memberhen-
tikan pegawai negeri berdasarkan peratu-
ran perundang-undangan yang berlalu (pa-
sal 1 ayat (2)).
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Atcia isga j@i‘ils pegawaz negen, yaltu

' Pegawa: Negen Sipil (Pegawal Negen_z.
- Sipil Pusat. dan Pegawai Negeti Slp:i'ﬂ_':ff
- 'Daerah) Anggota Tentara Nasional In- -
o done51a dan Anggota Kepolisian Ne-

gara Republik Indonesia. Di samping
'pe'gawa.i' négeri, pejabat yang berwe-
nang dapai mengangkat pegawai tidak
tetap. Pegawai tidak tetap adalah pe-
gawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tu-

gas pemeriniahan dan pembangunan

yang bersifat teknis profesional dan
administratif sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan organisasi. Pegawai

tidak tetap-tidak berkedudukan-tsegagai

pegawai negeri (Undang-undang No-

mor 43 Tahun1999 pasal 2).: Manaje-
men Anggota Tentara Nasional Indone-
sia dan Anggota: Kepolisian Negara
Republik Indonesia masing-masing dia-
tur dengan undang- undang tersendiri
(pasal 37).

REFORMASI D1 BIDANG
KEPEGAWAIAN?

Undan'g-‘undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
merupakan salah satu wujud nyata

T Matert dipungut dari “Diferna Pegawai Negeri Sipil
Dalam Konteks Cionomi Daerah” dengan nenye-
sualan. Lihat Affandi (2002h),

:Nomor 8 Tahun 1974 Tentang E

pokok Kepegawaian” menjadi ”‘L"J'n—
dang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang un-
dang Nomer 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-pokok Kepegawaian”, Dari be-
berapa perubahan yang dilakukan, pa-
ling tidak ada dua perubahan manda-

sar dan merupakan indikasi bahwa te-

lah dilaksanakan reformasi di bldang

_'.-'kepegawaian Kedua hal tersebut ada-
lah: kedudukan dan tugas pegawal

negeri sipil, serta ‘manajemen pegawa:
negeri sipil.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 disebutkan bahwa kedu-
dukan pegawai negeri sipil adalah un-
sur aparatur negara, abdi negara, dan
abdi masyarakat yang dengan penuh
Kesetiaan dan ketaatan keﬁa_da
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara, dan Permerintah dalam menye-
fenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan. Kedudukan pegawai
negeri sipii. menurut Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (pasal 3 ayat 1)
adalah sebagai unsur aparatur negara
yang bertugas untuk memberikan pela-
yanan kepada masyarzkat secara pro-
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= ___Z_feszc:na! jUjUF, adz! dan merata daiam
-'penyalenggaraén tugas negara, ‘peme-
-_'_rmtahan dan pembangunan ‘Hal “ini

| menun;ukkan bahwa sebagal unsur:f'

' aparat' : :.'negara

; 3-_;nya daiam melaksanakan tugasnya

'pegawa; negerl SIptl dituntut-untuk-se-
tia dan’ taat kepada pemerintah, berda-
sarkan undang-undang yang baru, di
samping: memenuhl tuntutan tersebut
‘pegawai negeri sipil juga dituntut untuk
lebih memberikan’ pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur,
adil,” dan”merata. Bahkansecara tegas
disebutkan bahwa dalam kedudukan
dan tuga‘shya,’ -pegéWai negeri sipil ha-
rus netral: dari pengaruh-semua golong-
an dan partai politik serta tidak diskri-
minatif ‘dalam memberikan ‘pelayanan
kepada ‘masyarakat (pasal 3 ayat 2).
Dengan -kata lain, jika sebelumnya
kedudukan dan tugas pegawai negeri
sipil” lebih . berorientasi kepada kepen-
tingan pemerintah -(government ori-
ented), kini lebih berorientasi kepada
pelayanan bagi masyarakat (people
oriented). .

Istilah “manajemen” tercantum dalam
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1959
sebagal pengganti istilah “pembinaan”
dalam Undang-undang Nomeor 8 Tahun
1974. Memang, secara harfiah kedua

tugas pegawai negeri -
--'3-5|p|! tldak berubah Tetapi ;lka sebe!Umu

:stliah tersebut memmkl am yang tldakf- s

'sama Namun demtkaan nuansa- dalam. _
.kedua undang'undang tersebut menun—f: .
- jukkan adanya persamaan Di sini kita™
-t;dak akan mendtskumkaﬂ penggunaan_-ﬁu :
astiiah ‘tetapi: lebih mehhat perubahan o
E substansu yang terkandung dalam ke-_:-:":'-..

dua. undang-undang: tersebuts

Baik Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 maupun Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
kebijaksanaan .manajemen pegawai
negeri sipil ‘berada' di tangan Presiden:
Yang membedakan dari keduanya ada-
fah, dalam Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam
merumuskan kebijaksanaan manaje‘-
men pegawai negeri sipil, Presiden -di-
bantu oleh Komisi Kepegawaian Nega-
ra yang di antara anggotanya berasal
dari kalangan masyarakai. Adapun tu-
gas dari Komisi Kepegawaian Negara
memberikan pertimbangan iertentu
untuk merumuskan kebijaksanaan di
bidang kepegawaian. Hal ini menun-
jukkan bahwa berdasarkan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999, masya-
rakat diberi kesempatan untuk turut
berpartisipasi memberi masukan dan
pertimbangan kepada Presiden dalam
merurmuskan kebijaksanaan di bidang
kepegawaian. Ini merupakan langkah
maju di bidang kepegawaian dengan
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- -LerbuKanya @amsapasn '*’zasyarakat me-.

: Iaiuu ”ruang pubhk” yang. disediakan
' oieh undaﬁg—undang (lihat Nasri Effendy,

] ”2005) Yang perlu. dip:kirkan selanjut-
 nyal ada!ah baga:mana p]hak pihak
. yang terkait. dengan kepegawalan da-
'pat meiakukan percepatan dalam

" 'meng|mplementamkan amanat.undang-
undang tersebut sesuai dengan jiwa
yang ‘terkandung di.-dalamnya, .- .

FILOSOFT “PNS SATU” ‘DALAM.
MANA}EMEN PEGAWAI NEGERI
SIPH. '

'Mar':ajemen ‘pegawai ‘negeri sipil ada-
lah-keseluruhan ‘upaya-upaya untuk
menmgkatkan efisiensi, efektivitas dan
derajat ‘profesionalisme penyelengga-
raan tugas, fungsi, dan kewajiban ke-
pegawaian yang meliputi perencanaan,
‘pengadaan, pengembangan kualitas,
pener“npatan, promesi, penggajian; ke-
sejahteraan, dan pemberhentian, Mana-
jemen pegawai negeri sipil (PNS) di-
arahkan untuk menjamin penyelengga-
raan-tugas pemerintahan dan pemba-
ngunan secara berdayaguna dan
berhasilguna.

Kebijaksanaan manajemen pegawai
negeri sipil berada pada Presiden sela-
ku Kepala Pemerintahan. Pengangka-

_pemberhentzan pegawal negeri:

tan, pemindahan, dan pemberhenﬁén
pegawai negerisipil dilakukan’ o!eh

Presiden. Untuk mernperlancar. peﬂak~

sanaan pengangkatan pemindahan' d_a_n
_lp'lf

‘Presiden dapat: mende!egamkan seba-

gian: wewenangnya kepada Pe;abat
Pembina Kepegawaian Pusat dan. ‘me-
nyerahkan sebagian. wewenangnya
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

o Daerah. Pendelegasian dan penyerahan

sebagian:'wew_enang tersebut d_i_qtu_r
dengan Peraiuran . Pemerintah.

Pasal 34 Undang-undang Nomor. 43
Tahun 1999 menyebutkan bahwa un-
tuk menjamin kelancaran penyeleng-
garaan kebijaksanaan manajemen pe-
gawai negeri sipil, dibentuk Badan Ke-
pegawaian Negara. Selanjutnya, dise-
butkan pula bahwa Badan Kepegawai-
an Negara menyelenggarakan mana-
jemen pegawai negeri sipil yang men-
cakup perencanaan, pengembangan
kualitas sumber daya pegawai negeri
sipil- dan administrasi kepegawaian,
pengawasan dan pengendalian, penye-
lenggaraan dan pemeliharaan informa-
si_kepegawaian, mendukung perumus-
an kebijakan kesejahieraan pegawai
negeri sipil, seria memberikan bimbing-
an teknis kepada unit organisasi yang
menangani kepegawalan pada instansi
pemerintah pusat dan pemerintah dae-
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_-.'Eah:".'Hal ini- jd'g'a:"te!'a'h ditegaskah "da;

Clam: Pasai 329 Undang-undang Nomor

32¢ Tahun 2004 bahwa pemermtah

) -meiaksanakan pembmaan manajemen

- -"-;?N_ _daerah dalam satu’ kesatuan_ pe-f

-_nye!enggaraan manajemen PNS seca- .

: fa nas;ona! B L

Uraian di atas m_embé'ri gambafan_yarig
jelas bahwa sistém-manajemen pega-
‘wai-negeri sipil*di-lndonesia menganut
filosofi “PNS:Satu” atau “unified civil
servant”. Meskipun dalam manajemen
‘operasional Pejabat Pembina Kepega-
‘waian memiliki-peran dan kewenangan
yang besar, namun harus ietap’ berpe-
doman dan berdasarkan pada peratu-
ran perundangan yang ‘berlaku secara
nasional. ' :

ARAH MANAJEMEN PEGAWA?
'NEGERI SiPlL & L

Dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan seca-
ra berdayaguna dan berhasilguna, pe-
ranan pegawai negeri sangat penting.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ma-
najemen PNS diarahkan untuk mencip-
takan sosok PNS yang profesional, ne-
iral, akuntabel, dan sejahtera.

Profesional berarti setiap PNS diharap-

kan:memiliki wawasan yang luas dan -
dapat:memandang ‘masa depan, kom-. -

peten di bidangnya, mempunya; ]iwai_
berkompet:sz/bersamg secara jujur dan
sportif, serta menjunjung tmggl etika - -

profes; Di- sampmg it setiap PNS. .

dalam ‘memberikan : peiayanan kepada’

masyarakat harus bersikap netral dan
tidak: boleh diskriminatif. Oleh karena
itu, PNS dilarang .menjadi- anggota. dan
pengurus partai politik, :

Seorang PNS harus akuntabel dalam
melaksanakan tugasnya. Setiap PNS
wajib memberikan. pertanggungjawab-
an atau menjawab dan menerangkan
kinerja kepada yang memberi tugas.
Untuk mewujudkan akuntabilitas terse-
but perlu digunakan standar penguku-
ran kinerja PNS berbasis pada kinerja.

Dalam rangka ‘menunjang terciptanya
PNS yang profesional, ‘netral dan
akuntabel, maka kesejahteraan PNS
perlu ditingkatkan. Usaha meningkat-
kan kesejahteraan -PNS antara lain di-
tempuh dengan langkah-langkah: me-
netapkan struktur gaji secara adil dan
layak berdasarkan bobot jabatan, me-
nyusun sistem kompensasi yang main-
pu memotivasi dan memacu produkd-
vitas serta kreativitas PNS, mengusa-
hakan rasic gaji yang adil antara PN5
golongan rendah dan PMS gelongan
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L .tiﬁggi-- --serta: mengupayakan. kesetaraan
antara gajl PNS dengan gaji pegawa;
' swasta : R

-LANGKAH LANGKAH STRATE}EK

;PEMB%NAAN PNS NAS%ONAL

Dalam 'ﬁ)éﬁjélas'an-fumUm Uhda'ng-un-
dang ‘Norvior 43 Tahun 1999 dinyata-
kan bahwa pembinaan’'PNS perlu di-
lakukan dengan sebaik-baiknya berda-
sarkan pada perpaduan sistem: prestasi
yang
dititikberatkan pada- sistem prestasi ker-

kerja “dan - sistem ‘karier
ja. Artinya, ‘bahwa proses pembinaan
pegawai negeri sipil mulai dari rekrut-
men, seleksi, penempatan dan pengang-
katan dalam jabatan, promosi, serta
mutasi, harus didasarkan pada prestas
kerja {merit system). Hal ini dimaksud-
kan untuk memberikan peluang bagi
PNS yang berprestasi tinggi untuk me-
ningkatkan kemampuannya secara pro-
fesional dan berkompetisi sehat dan
objektif, PNS yang berprestasi akan
dapat memberikan kontribusi besar ter-
hadap terciptanya iklim yang kondusif
bagi-herkembangnya dunia usaha dan
masyarakat, sehingga baik dunia usa-
ha maupun masyarakat mampu mem-
posisikan dan menolong dirinya dalam
mengantisipasi dan mengatasi perubah-
an-perubahan stratejik.

Pemerintah saat-ini berupaya untuk
mempercepat pelaksanaan reformasa

‘birokrasi dengan :agenda: utama penye»

lenggaraan negara yang. profesmnal

- partisipatif, berkepastian hukum,: trans-
‘paran, ‘akuntabel, memiliki kredzblhtas,

bersih dan bebas dari KKN, peka dan
tanggap terhadap segenap kepent;_ngan
dan aspirasi masyarakat, berkembang-
nya:-budaya kerja dan perilaku kerja
produktif, serta aparatur- pemerintahan
yang-mengindahkan nilai dan prinsip
tata pemerintahan yang baik. Tantang-
an yang dihadapi antara lain adalah
belum terbangunnya komitmen -moral
bersama secara utuh dari segenap un-
sur aparatur, termasuk PNS, déia_m
menciptakan tata pemerintahan yang
baik (good governance).

Sejalan dengan upaya reformasi biro-
krasi tersebut, maka di bidang manaje-
men PNS dilakukan langkah-langkah
stratejik untuk mewujudkan visi “me-
nuju PNS yang profesional dan sejahte-
ra” sebagai berikut:

Pertama, profesionalisme pegawai ne-
geri sipil merupakan keharusan yang
tidak dapat ditunda lagi. Pada tahun
2003 Badan Kepegawaian MNegara
mengeluarkan buku “Pedoman Penyu-
sunan Standar Kompetensi jabatan
Struktural Pegawai Megeri Sipil”. Apa-
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o biia nai ini d!iaksanakan daiam arti -
- '_setiap penempatan dalam jabatan struk-'
: 3 '__'_tural di- mstanSI pemermtah d:dasarkan &
__".pada tandar_ kompetens: maka kelu-__"m

ciaerah Penyarmgan dllakukan secafa::
_obyektif transparan, dan bebas KKN ;’

Kedua pembsnaan PNS berbasss pada”3

i g _-'__-kmerja Upaya ini- untuk mengetahm;ﬁ--

- '-ipd akaﬁ s.a;ngat.berkurang H i

kannya ”mtegrltas sebagal salah. satu

kompetensi: dasar:yang - mut}ak harus
~ dipenuhi oleh’para -éa_l(')n pejabat stru k-
tu:'r'.al;._ Dengan .dem_ikian,ri'p'e.nilaian
profesionalitas seorang calon pejabat
dapat diukur ‘secara obyektif ;sesuai
" dengan tuntutan - kompetensi-jabatan

yang akan'diduduki.

Langkah strategis pemerintah yang lain-
nya dalam upaya membentuk PNS pro-
fesional ‘adalah melaksanakan ‘penga-
daan PNS berbasis kompetensi, berda-
sarkan prm5|p prinsip: Materi seleksi/
ujian pegawai berstandar nasional;
Memprioritaskan ‘tenaga honorer beru-
sia ‘maksimal 46 tahun yang memiliki
asa kerja 10 tahun atau -lebih untuk
menjadi tenaga pelayanan dasar (tena-
ga gury, tenaga di bidang kesehatan,
‘penyuluh pertanian, dan. tenaga teknis
lainnya); Setiap warga negara yang
memenuhi syarat berhak mengikuti
seleksi tanpa ada perbedaan jenis ke-
famin, suku, agama, ras, golongan, dan

i ~sejauh-mana.- seoran . 1-]_3NS telah meml-_:'...i;
nyang liki kompetensa sesuai. dengan Jabatan
..sangat penting: dalam: standar: kompe-.' '

tensi jabatan struktural adalah: dusyarat—_ i

yang dlbebankan kepadanya Oleh
karena itu, perlu pemlalan prestaS| ker-
ja: yang obyekiif.: Penliatan prestasi ker-
ja:difokuskan pada pengukuran kinerja

berdasarkan: pada_tingkat. pencapaian
‘hasil kerja yang dinilai-dari aspek kua-
litas, -aspek kuantitas, aspek wakiu, dan

aspek -biaya. Dengan penerapan peni-
laian prestasi.kerja melalui Sasaran
Kerja Individu (SKE),-'dih_arapkan dapat
diketahui dengan jelas siapa melaku-
kan ‘apa, dan dapat pula diketahui pe-

nyebab mengapa seorang PNS tidak

dapat memenuhi hasil kerja sesuai de-
ngan yang -direncanakan sehingga da-
pat ‘dicarikan solusinya.. =

Ketiga, kesejahteraan PNS5. Sistem
penggajian PNS yang adil dan layak
sesuai dengan beban kerja dan tang-
gung jawabnya merupakan faktor yang
mendesak untuk diwujudkan agar setu-
ruh PNS dapat memusatkan perhatian,
pikiran, dan tenaganya guna memacu
produktivitas serta inisiatif kerja. Lang-
kah ini perlu dimulai dengan melaku-
kan evaluasi jabatan dalam rangka
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" .'.penyusunan kiasmkasa jabatan yang
pada; akh;rnya dapat d:lakukan pembo-

- botan jabatan untuk keperfuan Pengga-

".'jlan dan pembmaan karuer
..'-_'Seiam ketlga Iangkah sebagaimana di~
uraikan di. atas; dilakukan pula: pembi-
-na_an__dan perhatian -khusus terhadap
PNS:yang bertugas :di :daerah: perbatas-
an’ dan dasrah pemekaran. Di daerah-
daerah perbatasan dengan negara lain,
seperti-perbatasan dengan Malaysia,
‘Singapura, Philipina, Timor Lesie dan
Papua‘New Guinea, PNS menghadapi
permasalahan yang bebeda dengan
'PNS -padaiu'mumnya. Di daerah-dae-
‘rah tersebut diperlukan PNS vang be-
nar-benar memiliki integritas tinggi dan
kemampuan melakukan ‘antisipasi ter
hadap perubahan dan perkembangan
situasi yang terjadi di dalam negeri
maupun yang terjadi di negara tetang-
ga. Sedangkan daerah pemekaran
memerfukan PNS berjiwa perintis, yang
siap bekerja untuk memulai suatu pem-
bangunan.

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

Sebagaimana telah diuraikan sebelum-

nya, sebagai konsekuensi dari. Filosofi
“unified civil servant’, pegawai. negen-
sipil .dikelola .dengan mengacu pada

© satur kebljakan nasional yang dzlaksa—

nakan oleh Presiden selaku. Kepala

. Pemermtahan +Jika ada sebutan Pega-'

wai- _Negen Sipil Pusat:dan- Pe_ga_wa_l
Megeri: Sipil Daerah, yang-membeda-
kan hanyalah alokasi pembayaran gaiji
dan tempat kerja. Sumber keuangan

untuk membayar gaji Pegawai Megeri

Sipil. Pusat dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), sedang-
kan sumber keuangan untuk memba-
yar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara melalui Dana Alokasi Dasar
pada Dana Alokasi Umum. Pengelola-
an pensiun Pegawai Megeri Sipil Dae-
rah juga dilakukan secara terpusat, ti-
dak dikelola oleh daerah tempat pega-
wai negeri sipil tersebut bekerja.

Dilihat berdasarkan penjenjangan, ber-
bagai peraturan perundangan-undang-
an di bidang kepegawaian yang meng-
atur pegawai negeri sipil, seperti: for-
masi, pengangkatan, penetapan.gaji
pokok, kepangkatan, program kesejah-
teraan dan pemberhentian, baik untuk
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun
Pegawai Negeri Sipil Daerah, menga-
cu pada undang-undang dan peraturan
pemerintah yang sama dan berlaku
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: _.secara naszonal Adanya keseragaman_
= ._'tersebut diharapkan dapat diCiptakan.
~kualitas PNS ‘yang memenuhl standar
' "_:-'__tertentu di-}'se|uruh indonesaa Dengan.

-Dl!ihat darissisi: laln, adanya peraturan
kepegawazan yang:seragam:dan ber!a—
ku: secara  nasional: merupakan upaya
untuk:lebih :memerankan PNS-sebagai
perekat ‘Negara_Kesatuan Republik iin-
donesia:Dalam .implementasinya; ‘ada
pembagian kewenangan yang jelas
antara Presiden, Menteri, Pimpinan
LPND, Sekretaris Lembaga Tinggi Ne-
gara, Gubernur, dan Bupati/Walikota
mengenai pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentikan PNS sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor-9 Tahun 2003. Sebagai contoh,
pengangkatan -dalam pangkat PNS
Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi
Pembina Utama Muda golongan/ruang
IV/c ke atas tetap menjadi- wewenang
Presiden, untuk menjadi pembina go-
longan/ruang 1V/a-dan Pembina Tingkat
I golongan/ruang IV/b menjadi wewe-
nang Gubernur, sedang pengangkatan
dalam pangkat Penata Tingkat | golong-
anfruang Hif/d ke bawah menjadi we-
wenang Pejabat Pembina Kepegawai-
an Daerah Kabupaten/Kota.

_ada” asarnya pegawaz ne:.

. Hai yang perlu dzpiklrkan seteiah ber
'Iakunya otonomi daerah adalah baga:-:.:_ -
mana; mengurangs kenyataan sermakin’
_.:mengentainya kecenderungan ”s&kap-'_' -
_'kedaerahan” di: bidang kepegawalan =
: -._-Slkap kedaerahan ini. bukaﬁ saja- dapat:-"
3 -.beraklbat terhambatnya moblhtas atauf
perpmdahan PINS; ‘baik: secara’ vemkai- :

maupun - “horisontal dalam -jingkup
nasional, tetapi juga mengurangi pelu-
ang-untuk -memperoleh calon-calon
pegawai negeri sipil yang berkualitas:
Paling tidak, ada dua dampak- negatif
apabila hal ini terus berlanjut. Pertama,
pegawai negeri sipil “putra-putri dae-
rah” yang berkualitas akan sulit'me-
nembus karier pada jenjang yang lebih
tinggi di daerah lain atau bahkan di ting-
kat nasional. .Kedua, daerah tidak akan
memperoleh calon-calon:pegawai ne-
geri“sipil yang lebih-berkualitas dari
daerah lain, padahal untuk membangun
daerah tersebut di masa mendatang
sebenarnya sangat diperfukan PNS
yang lebih berkualitas yang ada di dae-
rah tersebut, berasal dari daerah lain, .
maupun yang berada di instansi pusat.
Apabila hal ini diabaikan, kesenjangan
pembangunan antar daerah akan sema-
kin lebar. -

Untuk lebih mendorong terjadinya per-
cepatan pembangunan di daerah serta
meningkatkan karier PNS$ sekaligus
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- "-membangun NKR! yang kuat, maka.

g set:ap daerah harus membuka diri agar

*bersedia menerima PNS dari-daerah lain
'"_'-"5_-atau dars instansi pusat Demlklan juga
-PNS suatu daerah dapat meniti. karier
. di daerah iam bahkan juga ke tmgkat'
':-_"-namonaf Dengan ‘demikian, mobilitas

Catau’ perpmdahan PNS baik secara ho-
rfsontai vertikal, maupun- diagonal se-
ka_i_!gu_s: dapat-memperkuatikatan ‘per-
satuan ‘dan’ kesatuan bangsa dalam
kerangka Negara Kesatuan Repubhk
Indonesia. : /Y S

KESIMPULAN -

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun'1999 sebagai penyem-
pu”rnaah"-Undang»Ur\dang Nomor 8 Ta-
nun 1974 'Te'ntang Pokok-pokok- Kepe-
gaw'ai__an ‘merupakan wujud nyata re-
formasi 'di bidang kepegawaian. Hal
penting yang :peflu diperhatikan adalah,
bagaimana mengimplementasikan agar
amanat undang-undang tersebut dapat
segera terwujud sesuai jiwa yang ter-
kandung di dalamnya,

Filosoft “unified civil servant” yang di-
anut dalam melaksanakan manajemen
pegawai negeri sipil telah menempat-
kan pegawai negeri sipil sebagai satu
kesatuan dalam melaksanakan tugas

pembangunan ‘dan perekat. Negara
Kesatuan: Repubhk indonesna '

Kecenderungan ”51kap kedaerahan” di

- bidang: kepegawaian dalam: Jangka'
- panjang dapat merugikan - pembangun-

an. Untuk mewujudkan sistem aﬁaha-
jemen kepegawaaan nasional yang: pro-
fesional dan sejahtera yang ‘akan di-
kembangkan, perlu ‘kontribusi dari. se-
mua-pihak; baik instansi pusat maupun
instansi daerah, tanpa mengurangi:--_WE-
wenang dan peran daerah dalam rang-
ka pelaksanaan otonomi daerah. -
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